GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5}0 /B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Menimbang s a.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018;

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

05 Tahun 2016 tentang
tentang Pajak Daerah
Retribusi Daerah;
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Memperhatikan :

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/4544/Keuda Tanggal 5
November 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak
Daerah dan Retribusi,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung
Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
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EJL_WMIL GU B_EE_.‘E_U.R Ditetapkan di Telukbetung

l,' T - r |  pada tanggal 10 Desunber 2020
S A
|'S. [ Asisten A | winiuia ' GUB LAMPUNG,
B
7.
B.
3. [ DIRD HUKUM
ARINAL DJUNAIDI

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.




1.

RANCANGAN PERATURAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN

* 8/570/p03/uK /2020
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

PENERANGAN JALAN
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
| 2 3 4 5
1. Judul PERUBAHAN BRBERI¥AM ATAS PERATURAN DAERAH | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 | Judul disempumakan  sesuai
FABERALEN MR NG=SBlddAd NOMOR 04 TAHUN | TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN | ketentuan UU No. 12 Tahun 2011
2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN scbagaimana telah diubah dengan
UU No. 15 Tahun 2019
2, Konsiderans 3 Madanpdendanp—toma—i—tahop—i 00 tentanp—Badan | 3. - roﬁan_.n_._m Mengingat:
Mengingat Renyolosnian-Songhote—Rajel-(bombaran—ogare-Ropublik | 8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Angka 3 dihapus karena telah
Indenesta—Fakun—iO07Nomor—io—Tambahan—Lombaran Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran diganti dengan angka 5
MNopasa-Rapublik-trdonematiomaeres-- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Raperda
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan rnE_:EE ane.m Republik Indonesia Nomor [ - angka 8 dan angka (3
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran disempumakan denpgan
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, mencantumkan perubahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor terakhirnya.
5234),
13. Peraturan vﬁn.«:.:.&. Nomor 27 Tahun 1983 tentang | |3 peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 36, Tambahan Lemboran Negara Republik
uwuwu sehapannane—rtalah——divbah—denpanr—~Roraturan _an_o__nm:. Nomor wwumu
DORDINASI j
AT T

=




r~

3

i - 5
”rgcgwms MEMUTUSKAN: Diktum Memutuskan
em : .
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG om(mwwhwnﬂmﬂx_ﬁ?ﬂmummmmmﬂﬂgz m_.sa_u__:s_su sesuai
PERUBAHAN  RERTAMA  ATAS e L ctentuan UU No. 12 Tahun
PERATURAN DAERAH KABUBATEN dan 2011 scbagaimana telah diubah
EAMPUNG—SEIATAN ” NG SELATAN .
NOMOR 04 BUPATI LAMPUNG S dengan UU No. 15 Tahun 2019
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK N:
PENERANGAN JALAN. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN,
Batang Tubuh I. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi | 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi | Tambahkan Nomor 2 yang
sebagai benikut : sebagai berikut : menghapus Pasal 40 sesuai
Pasal 6 ketentuan angka 210 Lampiran
= I UU No. 12 Tahun 2011
a. scbagaimana  telah  diubeh
dengan UU No. 15 Tahun 2019,
. yang menetapkan bahwa dalam
7 pendelegasian kewenangan
- mengatur tidak boleh adanya
delegasi blangko.
Pengundangan BERHFA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG | Pengundangan disesuaikan
SELATAN TAHUN 2019 NOMOR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR dengan ketentuan Pasal 86 UU
NO. 12 Tahun 2011
scbagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
Lain-Lain Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran 11 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan mncnwm_an:u telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2019, Setiap

Peraturan Daerah Kabupate
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2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :..:E:m_
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 4
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebageimana—ielah—dwbeh

11

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan g
1 2 k| 4 5
1. | Judul PERUBAHAN PBRIAMA ATAS PERATURAN | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH | Diktum Memutuskan
DAERAH KABURAFEN-AMBUNG-SEEAFAN NOMOR | NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK | disempumakan sesuai
06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN RESTORAN ketentuan UU No. 12 Tahun
2011, scbagaimana tclah
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019
2. | Konsiderans F—HndanagtindangNemorti—ahur—t0D optanetaden 3 - Konsiderans Mengingat:
Mengingat Ronvotosatap—aunpiote———Hatrh—romberan—Noeam ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temang | - Angka 3 dihapus karena

Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah_diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398),

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana tclah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 92 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Indonesia Nomor 5772):

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

telah diganti decngan angka
5 Raperda

- angka 9 dan angka 11
disempumakan dengan
mencantumkan  perubahan
terakhirnya.

- Angka 12 diubah
Angka 15 disempumakan
dengan mencantumkan
Lembaran
pengundangannya

Nomeor 6323),
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4

Diktum
Memutuskan

Ketentuan Umum

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengclolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2|
Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BERTAMA  ATAS
PERATURAN DAERAH KABURATFEN
EAMBING—SEEATAN NOMOR 06
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN.

Menetapkan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan diantara angka 12
dan angka |3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a
dan 12b sehingga Pasal | berbunyi sebagai berikut :

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa F__. terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Rcpublik Indonesia

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN.

Menetapkan :

I. Ketentuan Pasal 1 angka 1, anpka 2. angka 4 angka
5, diubah dan diantara angka 12 dan angka 13
disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b
serta diantara angk iSIS|

berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan:

Diktum Memutuskan
discmpurnakan scsuai
ketentuan UU NO. 12 Tahun
2011,  sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019

Frase nomor 1 diubah dan

Pasal I:

a. Angka 1, angka 2, angka 4,
angka 5 diubah sesuai
ketentuan UU No. 23 Tahun

2014

Pasal 1 b. Angka 12a diubah sesuai
ketentuan PMK No. 18
_ Tahun 2015
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1. . sclanjutnya disebut_Dacrah | ¢. Tambahkan pengertian
2, masyarakat __hukum _ vang Tapping Box
mempunyai_batas-batas _wilayah yang berwenan

b. Pemilik/pengelola/penanggung  jawab usaha jasa
boga’katening adalah perorangan atau Badan yang
menyclenggarakan usaha jasa bogakatenng untuk
atas namanya sendin atau atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

=

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan_dan

kepentingan masyarakat setempal _menurut
rakarsa sendiri berdasarkan aspimsi _masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah_adalah kepala daerah sebagai
unsur _penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang
memimpin pelaksanaan_urusan pemerintahan
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan  Perwakilan _ Rakyat Daerah _ yang
sclanjutnya  disingkat DPRD__adalah Iembaga
rwakilan _rakvat _daerah ng__ berkedudukan

b. Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha jasa
boga’katering adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk
atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain
yang menjadi langgungannya.

. a. Tapping box adalah alat yang bisa merckam atau
menangkap transaksi yang tercetak olch printer
point of sales yang digunakan oleh wajib pajak.
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Sanksi

Lain-lain

Wajib pajak yang karena kealpaannya karena tidak
menggunakan billing atau nota perhitungan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi
berupa pencabutan sementara izin.

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 22A schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22A

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak
menggunakan  billing atau nota  perhitungan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
scmentara izin.

(2) Tata cara pengenaan  sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati,

Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran 1 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Setiap

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan,

. Pengenaan

[
a. Frase angka 3 diubah,

dikelompokkan pada Bab
yang sama yang mengatur
tentang sanksi adminstratif
sanksi
administratif wajib
memperhatikan dampak
sosial yang berkcmbang di
masyarakat, untuk itu
disarankan pengenaan
sanksi diawali dari sanksi
yang teringan,

PaARAF KCORDINASI
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3.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No

Materi Raperda

q

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

)

Batang Tubuh

Nama, Objek,
Subjek Retribusi

Pasal |
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. §

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
dipungut retnbusi sebagai pembayaran atas pelayanan
tempat rekreas), pariwisata dan olahraga vang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah dacrah.

Pasal 4

(1) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
retribusi - diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tempat rekreasi dan olahraga.

(2)

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah Otonom vang sclanjutnya disebut Dacrah

adalah _ kesatuan masyarakat _ hukum yang
mempunyai _batas-batas _wilayah vang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemenintahan dan
kepentingan masvarakat setempat menurut
rakarsa sendin berdasarkan aspimasi masvarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan
Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah
daerah.

Pasal 4

(1) Subyek retnbusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah orang pribadi atau  badan yang

menggunakan/menikmati_pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

retnibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

(2)

Pasal | angka 1 diubah sesuai
ketentuan Pasal | UU No. 23
Tahun 2014

Pasal 2 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 127 huruf i UU
No. 28 Tahun 2009

Pasal 4 disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 139 UU No. 28
Tahun 2009

tempat rekreasi dan ol
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s
Pasal 5 disempurnakan

3. | Golongan dan
Jenis Retribusi

4. | Pnnsip dan
Sasaran
Penetapan
Retribusi

5. Struktur dan
Besaran Taril
Retribusi

Pasal 5

(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah dacrah,

kecuah pada han-hari besar tertentu, tempat
pemungutan  retnbusi  dilakukan di  tempat-tempat
tertentu.

(2) Kotentuan-lobi-lanjut-mengenat lempat-tempat tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan bupati,

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan

Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 9

(1) Prnnsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tanf
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah keuntungan yang &_un-o_n: apabila

detam-Pesad-3 dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Pasal 10

| sebaga| Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah,
kecuali pada hari-han besar tertentu, tempat
pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat
lertentu.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan besarnya tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan
pada tyuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2) Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila

layanan tempat rekreasi dan olahraga te
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga

pasar.

Pasal 10

a.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini:

PARAF KOORIr 1o sl

Pasal 7 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 127 huruf i UU
No. 28 Tahun 2009

Pasal 9 discsuaikan dengan
ketentuan Pasal 153 UU No. 28

Tahun 2009

Pasal 10,

ayat (1) diubah, gum
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan sesuai  ketentuan
Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun
2011  scbagaimana  telsh
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019
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Pasal 11

Tanf Retnbusi  Tempat  Rekreasi dan  Olahraga | (1) Tanf Retribus: Tempat Rekreasi dan Olahraga = ketentuan Pasal 155 UU No. 28
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diinjau  Tahun 2009

sehagarmana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau
kembal paling lama 3 (tiga) tahun sekals

Perinjauan tanf Retnbusi sehagaimana dimaksud pada * (2)
avat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perckonomian

3) Tanf Retnbus: schagaimana dimaksud pada ayat (2) _B,

ditctaphan dengan peraturan bupat _

BAB VI

_
Pasal 13 I

Rembusi Tempat Rekreass dan Olahraga dipungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. |
Dokumen lam yang dipersamakan sebagmmana dimaksud | (1)
pads syat (1) dapat berupa karas, kupon, atsu kammy | (2)
l=granan _
Pemnbus yang sudsh dipungut schagamana dimaksud pada |

yu (1) disctor ke Kas Dacrah secara bruto 7 (3)

ot oo o TR et eo

Pasal 11 |

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekals

Peninjavan tanf Retnbusi sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan |
indeks harga dan perkembangan perekonomian

Penctapan Tanf Retribusi scbagaimana dimaksud |
pada ayat (2) ditctapkan dengan peraturan bupat

_

[
BAB VINI

PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN |
' sesum ketentuan Pasal 160 UU

Pasal 13

Pemungutan Retnbusi nidak dapat diborongkan,

Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan

menggunakan  SKRD  atau dokumen  Lun yang
dipersamakan _
Dokumen lain yang dipersamakan schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, aau kartu
langganan _
Retnbusi yang sudah dipungut schagmimana dimaksud |
pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan |
pemungutan Retnbust Tempat Rekreasi dan Olahraga |
dhatur dengan Peraturan Bupar :

asal 11 disesuaikan dengan

Judul Bab VIII dbah dan Pasal

13 disompurnakan  dengan
menambahakan ayat (1) baru dan

No. 28 Tabun 2009
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(6) Ketentuan lcbih lanjut tentang tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14 Pasal 14 Paal 14 ayat (2) diubah sesuai
ketentuan UU No. 28 Tahun
(1) Pembayaran Retribusi Tempat Rekrcasi dan Olahraga | (1) Pembayaran Retribusi Tempat Rckreasi dan 2009
yang terutang dilakukan secara tunai/lunas. Olahraga yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
(2) i%%&% (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana
. St dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak
5o diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
lat-ranp-dipursamaeban. dipersamakan.
(3) Ketentuan Icbih lanjut mengenai tata cara pembayaran, | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, penentuan tempat  pembayaran,
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.
Penagihan Pasal 15§ BAB. .. Pasal 15
. o ) PENAGIHAN a. Tambahakan Bab baru yang
(1) Penagihan wn:._._u:m_ ._.m:.:um_ Rekreasi dan Olahraga Pasal 15 mengatur tentang
yang terutang didahului dengan surat teguran, surat P ihan. d dan
peringatan atau surat lain yang scjenis. (1) SRS, GENgAn Aoays
(2) Pengeluaran surat teguran, sural peringatan atau surat - REEE: Bab, . Bab
Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | S¢lanjutnya menyesuaikan.

(3)

(4)

lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi, dikeluarkan segera sctelah 7 (tujuh)
hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) har kerja setelah tanggal
surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang.

Surat teguran, surat penngatan atau surat lain yang
sejenis scbagaimana dimaksud pada ayat (I)
dikeluarkan olch pejabat yang ditunjuk.

(2)

3)

4)

yang terutang didahului dengan surat teguran, surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo ?ngﬁs

. Pasal 15 tambahkan ayat (1)

dan ayat (6) baru sesuai
ketentuan Pasal 160 UU
No. 28 Tahun 2009

Dalam jangka waktu 7 ::._:5 kerja mn.o_m__
tanggal surat teguran, s
yang sejenis, wajib retrib .Enb__umm_mflwm.&m..m“_m 20

NORDINASI

yang terutang Viaquo | Sekda |27 [*7
L

2% |
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Sanksi
Administratif

Penghapusan
Hutang Yang
Kedaluwarsa

(2)

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retnbusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajb Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
scjenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan olch pejabat yang ditunjuk.

(6)

BAB....
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal. ...

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

Apabila teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tdak dipatuhi, maka wajib retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran: atau

(2)

Tambahkan Bab baru yang
mengatur  tentang  Sanksi
Administratif scsuai ketentuan
Pasal 160 UU No. 28 Tahun
2009

Pasal 17 ayat (2) huruf b
disempurnakan scsuai
ketentuan Pasal 156 dan Pasal
166 UU No. 28 Tahun 2009

OORDINASI

b. ada pengakuan y retribusi  dar>AWéj
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10.

Penyidikan

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal ditenimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi  sccara  langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih  mempunyai utang Retribusi dan  belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dikctahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi,

Pasal 18

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi vang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Dacrah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran.

(4) Pengakuan wutang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

retribusi__yang sudah rn%_ciuhn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Sclain penyidik Kepolisian Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pcmerintah Daerah diber wewenang :..EE wa_unm&
Penyidik untuk melaku
di bidang Retribusi, selja

Cab_—.-.m C—m%ﬂ-m ::rﬁgg &_%__._. ._,.w.‘. ﬂn.

imana E:._prumﬁé_u& PEA

Pasal 18 di ayat (1) dan ayat
(2) diubah sesuai ketentuan
Pasal 168 UU No. 28 Tahun
2009

Pasal 20 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 173 UU No.
28 Tahun 2009. Dalam
merumuskan ketentuan yang
menunjuk  pejabat  tententu
sebagai penyidik pegawai
negeri sipil diusahakan agar
tidak mengurangi kewenangan

2INAS] ‘e
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(2) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negen sipil tertentu dilingkungan

pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah -

4. menenma, mencan, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. mencliti, mencan, dan mengumpulkan ketcrangan
mengenai orang pribadi  atau  Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat
Rekreas: dan Olahraga;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga,

d. memenksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di  bidang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta mclakukan penyitaan terhadap bahan
bukt: tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

(2)

(3)

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. mencrima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar kelerangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pnbadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan undak pidana perpajakan Dacrah dan
Retribusi,

c. meminta ketcrangan dan bahan bukti dani orang
pribadi atau Badan schubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retnbusi,

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tndak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi:

c. mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daecrah dan Retnibusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang ung dan memeriksa

3
ketentuan angka 219 Lampiran
11'UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun
2019.

identitas orang, benda'f"dan/atau do CUMETA YN8 K OORDINASI
.h_ Peres

dibawa, | I P LT

¢| Azs Pem | Perangial 3 |
T

WiV

B Y

L




14

3

4

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

1. memanggil orang untuk didengar ketcrangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

). menghentikan penyidikan; dan/atau

k. mclakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mcmberitahukan dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi,

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan  dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidanas

Ass &dm
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4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

15

No

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

2

3

F]

5

Konsiderans
Mengingat

Pasal I8 ayat 6, Pesel—488 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);,
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retnbusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 53), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia
Nomor 1821),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

a.

C.

Konsiderans Mengingat:

Angka 5 diubah menjadi
angka 3, angka 3 diubah
menjadi angka 4, angka 4
diubah menjadi angka 3,
angka 9 diubah menjadi
angka 8, angka 8 diubah
menjadi angka 9 sesuai
ketentuan UU No. 12 Tahun
2011 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019.

. Angka 6 discmpurnakan

dengan mencantumkan
perubahan terakhimya,
Angka 8 diubah.
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan  Pcraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Necgara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
7. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentangPemenintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor 183, Tambahan Lembaran Znﬁmﬁ Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Indonesia Nomor 6398),
sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir | 7. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negam Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
5679); Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
. LLembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang | 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cam Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retnibusi Dacrah Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor | 9 Peraturan Pemenntah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang

2016 Nomor

2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Dacrah Kabupaten Lampung Selatan

7 Tahun
Perangkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun

16, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne
Republik__Indonesia_ Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
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Nama, Objek,
Subjek Retribusi

1. §

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaan Kekayaan Dacrah, dipungut

retnibusi.
Pasal 3
(I) Obyck Retnbusi Pemakaian ?.n_ﬁw.u._a_ Dacrah adalah

protarnnan—sasni—t hapiraheocs b pornon el ~diordusean

monggunalanmomaniasthan kckayaan dactuh  demgen

%. ! . N

> 2 3 3 3 —
Ketentuan Umum Pasal | Pasal 1 Pasal |
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a angka |, angka 4, angka 6
I. Dacrah Otonom yang selanjutnva discbut Daerah diubah sesuai ketentuan

adalah _ kesatuan  masyarakat hukum __ yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
i masyarakat setempat _menurut
prakarsa_sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dewan  Perwakilan __Rakyat  Dacrah
selanjutnya _disingkat DPRD _adalah _lembaga
rwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyclenpgara Pemernintahan
Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang
selanjutnya  disin adalah

14. -

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya _disingkat  SKRDLB. adalah
ketetapan  retnbusi _yang  menentukan |
kelebihan pembavaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi vane terutan
atau scharusnya tidak terutang

19. -

Pasa) 2

Dengan nama Retribusi Pemakajan Kekayaan Daerah,
dipungut retribusi  sebagai pembayaran atas pemakaian
kekayaan daerah.
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh

Pasal | UU No. 23 Tahun
2014 sebagaimana tclah
diubah beberapakali
terakhir dengan UU No. 9
Tahun 2015
. angka 14 dihapus karcna
buka merupakan dokumen
pemungutan retribusi
. angka 17 diubah sesuai
ketentuan Pasal | angka 73
UU No. 28 Tahun 2009
angka 19 dihapus karena
tidak ada kaitannya dengan
maten muatan Raperda.

2

Pasal disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 108 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 3 diubah sesuai ketentuan
Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009,

mengingat:

pemerintah dacrah berupa: 1—!
Yiooub
1
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2 3 _ 4 5
(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( c; a. tanah: penggunaan/pemakaian doking
Ea__vcm_.“ b.  gedung atau bangunan; kapal dan fasilitas di area pusat
a tanah; ¢. kendaraan dinas; lelangan  ikan merupakan
b. gedung atau bangunan; d. pPenggunaan gedung olahraga, qumnw m_.nnﬂ._u_.ﬁm pelayanan
C. penggunaan gedung olahraga; €. penggunaan/pemakaian alat-alat berat; kepelabuhan  dan  retribusi
d. kendaraan dinas; (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud tem lel -
. penggunaan/pemakaian alat-alat berat; pada ayat (1) adalah penggunaan tanah vang tidak pat  pelelangan  sesuai
, . . merubah fungsi tanah ketentuan Pasal 130 dan Pasal
pusat-pelolanganiiian: ' 135 UU No. 28 Tahun 2009..
(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
C. penggunaan tanah yang tidah merubah status dan fungsi
lanah.
Pasal § Pasal 5 Pasal 5 diubah sesuai ketentuan
. . " g 9 . 28
g Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang WMMM_ 139 UU No Taimn
;;ijili pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
dinatrblan-untilrmelakuhan-pomiumaranroilusen perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi.
i Tambahkan pasal baru sesuai
Pasal ketentuan Pasal 127 huruf a
UU No. 28 Tahun 2009,
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah digolongkan scbagai | dengan adanya penambahan
Retribusi Jasa Usaha pasal, urutan pasal selanjutnya
menyesuaikan.
Cara Mengukur Pasal 6 Pasal 6 Pasal 6 diubah sesuai ketentuan
: 51 UU No. 28 Tahun
w!“wrﬂ Jasa Tingkat penggunaan jasa retribusi  diukur dan dihitung | Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan dacrah diukur wﬂﬂw_ m °
ggunasn berdasarkan  jenis  kekayaan/fasilitas yang digunakan, | ~

berdasarkan  klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang
digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta
frekuensi pemakaian,

dimanfaatkan/dinikmati dan ~angka waktu serta —frekuensi-

PARAF _\._\IN |

pemakaian.
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Prinsip dan Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 disempumnakan sesuai
sasaran dalam o . ketentuan Pasal 153 ayat (2)
penctapan (1) Pnnsip dan _sasaran a.E_E: penctapan struktur dan | (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan | UU No. 28 Tahun 2009
struktur dan _X..mnav.p tanf retribusi jese—wsehe didasarkan pada besarnya tarif retribusi pemakaian kckayaan dacrah
besamya tanf tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. didasarkan  pada tujuan untuk  memperoleh
retribusi (2) Keuntungan yang layak scbagaimana dimaksud pada keuntungan yang layak.

ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila | (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada

pelayanan jasa—wseha tersebut dilakukan secara cfisien ayat (1) adalah keuntungan yang diperolch apabila

dan berorientas: pasar pelayanan  pemakaian  kekayaan dacrah tersebut

dilakukan secara efisicn dan beronentasi pasar

Struktur dan Pasal 8 __ Pasal 8 Pasal 8 ayat (3) diubah, guna
besamya tanf (1) Struktur dan besarmya 1arif pemakaian  tanmah | (1) Struktur dan besarnya  tarif  pemakaian  tanah memenuhi  asas  kejelasan

digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu _
pemakaian,
(2) Besarnya tanf berdasarkan lokasi tanah, sebagai benkut
a. 1anah strategis | adalah tanah milik pemenntah
dacrah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi *
dan jalan-jalan di daerah;dan _
tanah strategis [ adalah tanah-tanah lampiran
dan/atau tanah-tanah yang udak mempunyai akses
Jjalan. .

(2)

b.

o

digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka
waktu pemakaian.

Besamya wnf berdasarkan lokasi tanah, scbagai
benkut

a. tanah strategis | adalah tanah milik pemerintah
dacrah yang terletak di tepi jalan nasional,
provinsi dan jalan-jalan di daerah;dan

tanah strategis II adalah tanah-tanah lampiran
dan/atau tanah-tanah yang udak mempunyai
akses jalan

Struktur dan besarnya tanf retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

b

rumusan scsuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tahun 2011
scbagaimana iclah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
scmua tanf yang dicantumkan
dalam Pasal 8 agar
dicantumkan pada Lampiran
Raperda

)
o
3

&3T




20

[

3

3

Pasal 9

(1) Struktur dan besarmya tanf penggunaan
bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis,
kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan  berdasarkan  obyek
bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya
kebersihan,

150-0805ulan

Pasal 10

(1) Struktur dan besamya tanf penggunaan kendaraan dinas
digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan
jangka waktu pemakaian.

(2) Berdasarkan tanf ditetapkan berdasarkan jenis
kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir
dan BBM.

(1) Struktur

(2) Besarnya

Pasal 9

besamya

Pasal 10

(1) Struktur dan besamya tarif penggunaan kendaraan

dinas  digolongkan berdasarkan Jenis, kapasitas,
fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.

tanf ditetapkan  berdasarkan jenis

sendaraan _ydng “digunakan, tidak térmasuk baya |

Vizsupir dan BBM:

penggunaan

bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis,

kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian,

tarif ditetapkan berdasarkan obyek
bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk
biaya kebersihan.

(3) Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Dacrah ini.

mmas 1a
f H [

5

Pasal 9 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tahun 2011
scbagaimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
semua tarif yang dicantumkan
dalam Pasal 9 agar
dicantumkan pada Lampiran
Raperda

Pasal 9 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
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(3) Struktur dan besamya tanf retribusi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Il yang merupakan bagian
Peraturan Daerah ini.

tidak terpisahkan dari

semua tarif yang dicantumkan
dalam Pasal 10  agar
dicantumkan pada Lampiran
Raperda
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Pasal 11
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas,
fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tanif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat
yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.

FrStrakiir—dan—bosariva—tatri—rotrrbos—perp pinare—eaten

(n

Pasal 11

Struktur tanf digolongkan berdasarkan jenis,
kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

Besamya tarif ditctapkan berdasarkan jenis alat-alat
berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan

Supir.

Struktur dan besamya tanf retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
tidak

IV yang merupakan bagian
Peraturan Dacrah ini

terpisahkan dan

Pasal 11 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan scsuai ketentuan Pasal
5 huruf  UU 12 Tahun 2011
scbagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
semua lanf yang dicantumkan
dalam  Pasal 11 agar
dicantumkan pada Lampiran
Raperda

PARAF KOOIRD'NASI
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2
Penggunaan/pema
kaian Doking
Kapal dan
Fasilitas  diarea
pusat pelelangan
Ikan

Sewa Panggung
Rekame

Pasal 13

(1) Struktur tanf digolongkan berdasarkan fasilitas dan
jangka waktu pemakaian.

(2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi
yang digunakan wajib retribusi.

(3)  Struictur—dan—besarnya—tari—roiribusi-sowa-pangguns
%t?};.fi

Pasal 13

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan

jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek

retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(3) Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Pasal 12 dihapus, scsuai ketentuan
Pasal 3 hasil evaluasi Raperda,
mengingat:

a. ketentuan Pasal 12 ayat (3)
huruf a, huruf b dan huruf ¢
merupakan objek retribusi
tempat  pelelmgan  sesuai
ketentuan Pasal 130 UU No.
28 Tahun 2009

b. ketentuan Pasal 12 ayat (3)
huruf d, merupakan objek
retribusi pelayanan
kepelabuhan scsuai ketentuan
Pasal 135 UU No. 28 Tahun
2009

c. dengan adanya penghapusan
pasal, pasal selanjutnya
menyesuaikan.

d. Apabila Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
akan memungut retribusi
tersebut, maka harus
menyusun Raperda tetntang
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan

Pasal 13 ayat (3) diubah, guna
memenuhi asas  kejelasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tabun 2011
schbaganimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
tarif yang dicantumkan dalam
Pasal 13 agar dicantumkan

14

pada—ayei—-H—dan—avai—{L—ditotepkan—sebosar—Rp- V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada Lampiran Raperda
3§ Peraturan Uﬂ.ﬂ—.ﬂ.—.— :.: = el AT oINASE
PARAF KQOTLINAS
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9. | Peninjauan Tanf Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 ayat (2) disesuaikan
(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah depet | (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah dapat et e Fasel 133, !
n_:_.._.ic kembali 3 (tiga) tahun sekali. ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali. ' un =
(2) Peninjauan tanf retribusi sebagaimana dimaksud pada | (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
_.EGP perkembangan  perekonomian—den—persbehan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
yon , ‘ (3) Penctapan tanf retnbusi scbagaimana dimaksud pada
yong-borialy- [ ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
(3) Penctapan tanf retribusi scbagaimana dimaksud ?\_&7
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati _
|
10. |Masa  retribusi Hosal—to _ Pasal 16 Pasal 16 ayat (1) diubah sesuai
dan saat rctribusi ketentuan Pasal 1 angka 70 UU
terutang Masa retribusi  pemekaian  kekayaan  daerah | No. 28 Tahun 2009
' , : —He . | ditetapkan ... jam/har/minggu/bulan/tahun.
- . . Saat  retnbusi  terutang  adalah pada saat
molalkan-pondatiorendonpantnenurunehef ik 4 i diterbitkannya  Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah

1.

Penentuan
Pembayaran,
Tempat
Pembayaran,
Angsuran
Penundaan
Pembayaran

Dan

(2) Saat retnibusi terutang adalah pada saat n..ﬁc:?::.«n _

Surat Retnbusi  Daerah (SKRD)

dokumen lain yang dipersamakan _
(3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. |

Ketctapan atau |

BAB-N

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pembayaran retnbusi  terutang  harus  dilunasi
sekaligus
BAB....

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal. .

(1) Pemungutan retnbusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retnibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumcn lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon

Bab X dan Bab XI dijadikan 1
(satu) Bab yang mengatur
tentang Penentuan
Pembayaran, Tempat
Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran sesuai
ketentuan Pasal 156 dan Pasal
160 UU No. 28 Tahun 2009

dan kartu langganan. CARAF KC

ADINMASE
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(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas dacrah.

Pasal...

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai/lunas.

Pembayaran  retribusi  terutang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Tata cam pembayaran, penentuan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Wagub Seaaa




(1) Penagihan retribusi terutang yvang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD

(2) Penagihan retribusi terutang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran,

. Pengeluaran surat leguran/peringatan/surat Jain yang
sejenis scbagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan sctelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal
Jatuh tempo pembayaran.

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD,
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis sebagai tindakan
retnbusi dikeluarkan se ‘
tanggal jatuh lempo pembayisyari. | Sakda

Ty
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12. | Sanksi Pasal 22 Pasal 22 Pasal 22 disempurnakan sesuai
dministratif . : . . s ketentuan Pasal 160 3
A S Dalam hal wajib retribusi sebagatmena—dimaioud—dalem | Dalam hal wajib retribusi tidak membayar lepat pada Cﬂ..ﬂ“um.m ,_,mw_wcb moovnwun @)
Pesel-$ tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga | administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
scbesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang | setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau
terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan | kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
menggunakan STRD.
13. | Penagihan BAB XIII BAB XI1I Pasal 23 disempumakan
PENAGIHAN PENAGIHAN
Pasal 23 Pasal 23

1]

|

AR
£ |
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14.

15.

Keberatan

Ketentuan
Penyidikan

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang,

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan—lobih—lanjui—mengonat tala cara pcnagihan
termasul—bentul—den—to—STRb—sera penerbitan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal 25
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2—(dua) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima
atau menolak sebagian atau seluruhnya eles-keberaten

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan,

Pasal 34

el ~tah-dacral

(2) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
pemerintah daerah yang diangkat oleh pecjabat yang
berwenang sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

4

(5

(6)

()

(2)

3

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang
terhutang,

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk.

Tata cara penagihan dan penerbitan  surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur
dengan peraturan bupati.

Pasal 25
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan scjak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk membenkan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besamnya Retribusi yang terutang,
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tclah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan terscbut
dianggap dikabulkan.

Pasal 34

Sclain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang  khusus  sebagai  Penyidik  untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam CE_EG.

Undang Hukum Acafa Pidana,
rll’l

Vagub Senk

IDINASI

Pasal 25 disempumnakan sesuai
ketentuan Pasal 163 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 34 discmpurnakan sesuai
ketentuan Pasal 173 UU No. 28
Tahun 2009. Dalam
merumuskan ketentuan yang
menunjuk  pejabat  tertentu
wncnm»_ vn_._wa_r pegawai
-: jusahakan a

|
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(3) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

menernima, mencan, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daecrah yang diangkat oleh
pcjabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

s
tidak mengurangi kewenangan
penyidik umum untuk
melakukan penyidikan sesuai
ketentuan angka 219 Lampiran

pidana dibidang retribusi agar keterangan atau peraturan perundangundangan. . Il qc. No. 12 Tahun 2011
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada | sebagaimana telah diubah
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan ayat (1) adalah: . ~ | dengan UU No. 15 Tahun
mengenai orang pribadi atau badan tentang a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan :._nsn__n 2019.
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
dengan tindak pidana retribusi ; pidana di bidang perpajakan Daerah dan on_H_.E
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang agar keterangan atau laporan terscbut menjadi
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak lebih _m___mr.mv E:.Cm_Pﬂ
pidana dibidang retribusi : b. meneliti, mencari, dan Bn_zm:_:v::&: keterangan
d. mcmeriksa buku, catatan dan dokumen lain mengenai orang pribadi atau Badan tentang
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
daerah: dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Retribusi; o
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen ¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
bukti terscbut: pidana di bidang ‘ perpajakan Dacrah dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Retribusi;
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
dibidang retribusi daerah; berkenaan dengan tindak pidana di bidang
g menyuruh berhenti danfatau melarang sescorang perpajakan Daerah dan Retribusi;
meniggalkan ruangan atau tempat pada saat ¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
pemeriksaan sedang berlangsung dan memecriksa bahan bukti pembukuan, pencatatan, ~dan
identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dokumen lain, serta melakukan penyitaan
dibawa: terhadap bahan bukti tersebut;
. . . f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
3 tind e . . .
h. memouet sescorang yang berkaian dengan tindak | LUk Can ugas penyiikan tindak. picana
P : . A bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i _.:oam:mw___ orang :.:Er didengar rna_..u:mm::wm g menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; meninggalkan ruangan atau tempat ia saat
j.  menghentikan penyidikan; dan/atau pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, ben alau VR YA D M AS]
.um—uﬂffﬁ.n o ST oot Lss Adm —n... Fares Azs Pem | Poranhal Epa
e Umom _ & reTs 1T Dagcsh _r..r.h..:|
4 | ¥
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k. mclakukan tindakan lain yang perlu untuk h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak
kelancaran penyidik  tindak pidana Q.__uab:m pidana perpajakan Dacrah dan Retribusi;
retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
perundang-undangan. dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) J. menghentikan penyidikan; dan/atau
memberitahukan ~ dimulainya  penyidikan  dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut kelancaran penyidikan ::am_.n pidana di bidang
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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S.  RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 o 4 s
1. | Konsiderans 1S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | Konsiderans Mengingat: |
. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tah 2011 tentang g ¢ & gingat.
Mengingat 1n.._._vnm=._ru= y Peraturan v.w_h:n_b:m.c..%%:m“w _ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (3) Angka 5, angka 9,
m—\ﬂ—.—._cwhﬂu.— .Znumw—dH ﬁ.ﬂ“!.—a:r m—-.nmo:ﬂm—.N .._..N—.:_.—_,— NO__ | :Lnﬂ_._g—.ﬂ: ZHE xngﬁ__—r _=Q°=ﬂmmﬂ x—lﬂ——._..—_.__ MQ.—_ g% —M &—.— H&._Wrw —m
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara mn?_v:r_ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik disempurnakan dengan
Indonesia %_032 5233, Tambahan Lembaran Negara | Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah diubah mencantumkan
mﬂﬂv—h—v—m” Indonesia ZO—.—”:.-H Mﬂv.ﬂv [ &nﬂﬁm—u C:Qﬁ_._mlc:n—p—.-n Nomor_ 15 ..ﬁ..m.h-_..__—._ Mﬁ:@ g—.——gg—.—nﬂaﬂ—g—g%ﬁu
7 Pesat R e m.u Tal 1900 7 (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2019 (6) Angka 7, angka 11 dan
. a : : _ Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik angka 14 diubah.
Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Indenesin-Nomor3838) Izin Lingkungan (lLembaran Nepara Republik
: . Indonesia _Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
9 P e 2000 t - —= ——
Cmﬂnﬂucasgﬂnaﬂhﬂmﬁ: ﬂﬂ.wmwarﬁ,ﬂ n_.g_““”n cro_..mﬂﬂ__.ruﬁ .m“ _ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 E 9. mn:”:umm 195%::6: _ﬂo_:.oq % ﬂm_..__:s NQMQ pn“_ﬂwﬁm
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik | SiE dam VeTn MVSSVEIRGH JasR ROnwruksi
Indonesia Nomor 3955): (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
1 R p SN 58 Tohun—2005—tont Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
' - Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah _diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
14 Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)
: Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
; : Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
undang-gangguan-begi-Rerusahar : Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 . <
tentang Pembentukan v:&:rm_.:.r::. Dacrah; Hpagzm.uw_wnag: Negara Republik Indonesia
i Pekerjaan U dan Pecrumah el : .
6 et Monken Fees Ui i Femsan |t e Dl NegerNomr 2 Tak
Menridikan Bangunan: 2010 tentang _wnnoawz Pembenan Izin Mendirikan
gunan, Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 276),
| | PARAF KODRDINASI
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Ketentuan Umum

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan
1.

I5. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276)

sebapgaimana_telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum_dan Perumahan Rakyat Nomor

06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 534).

Tambahkan

Peraturan Pemenntah Nomor 36  Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532)

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:
|

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan_dan
kepentingan masyarakat Selempat _menurut
karsa sendin berdasarkan aspirasi masvarakat

[N

Pemenintah Dacrah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemeripahan—Daerah.

Pasal 1

8. angka 1 dan angka 2,
diubah sesuai ketentuan
Pasal 1 UU No. 23 Tahun
2014

b. angka 17 diubah sesuai
ketentuan Permen PUPR
19/PRT/M2018

memimpin pclaksanaan |

DORDINASI
o

yang menjadi kewenangan daerahy otonom, U
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Nama, Objek,
Subjek Retribusi

Cara  Mengukur
Tingkat
Penggunaan Jasa

Prinsip Penetapan
Struktur dan
Besamnya  Tanf
Retnbusi

Pasal 4

Subjek Retribusi IMB adalah sctiap orang dan/atau badan

yang memperolah IMB.
Pasal 6

(1) %!%;;r!

Pasal 9

(1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ditctapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut

Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indcks klasifikasi x

indeks waktu pcnggunaan.

diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah

untuk_menvatakan kelaikan fungsi suatu ban nan
gedung baik secara administratif maupun tecknis,
sebelum pemanfaatannya.

Pasal 4
Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan
yang memperoleh IMB dani Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan
waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk
prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas
penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan
kegiatan,

Pasal 9

(1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai
berikut :

Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks

Pasal 4 disempumakan sesuai
ketentuan Pasal 147 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 6 diubah sesuai ketentuan
Pasal 59 Permenpupera No.
05/PRT/M2016 sebagaimana

telah diubah dengan
Permenpupera No.
06/PRT/M2017

Pasal 9 disempurnakan dengan

merujuk pasal-pasal dalam
raperda

klasifikasi x indeks wak (I pengmonmmT SARAF KO

— —_— ——
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Pembayaran  dan
Tempat
Pembayaran

(2) Indcks fungsi, indcks klasifikasi dan indcks s.an_ (2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7

(n
2)

(3

penggunaan schbagaimana dimaksud pada avat (1),
tercantum dan Lampiran | dan merupakan bagian yang 7
tidak terpisahkan dan peraturan daerah in ,
Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana  dimaksud _w_
dalam Pasal-20-herwie ndalah scbagai benkut

a. pratama, scbesar 0,65,

b. madya, scbesar 0,45;dan

¢. utama, scbesar 0,30.

Indeks  prasarana  bangunan gedung  schagaimana
dimaksud dalam Pesal—20—huri—d—don—hunsi—e
tercantum dalam Lampiran Il dan mecrupakan bagan
tidak terpisahkan dan peraturan dacrah imi

Besarnya tingkat kerusakan schbagaimana  dimaksud
dalam Pesal—20—hwri—h—dan—hwndi—e adalah <chapar
bernkut :

a. tingkat kerusakan sedang. sebesar 0,45 dan

b. ungkat kerusakan berat, scbesar 0,65

Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung
dibawah permukaan tanah (Aasement), di atas bawah
permukaan air, prasarana dan sarana umum diben
indeks pengali tambahan 130 untuk mendapatkan
indcks terintegrasi

Dalam hal terdapat penggunaan lebih dan | (satu)
fungsi bangunan maka indeks tenntegrasi dihitung
secam proporsional

Pasal 15

(4)

(5

(6)

(7

Retnbusi IMB yang terutang harus dibavar sckaligus
Retnbusi IMB vang terutang dilunasi paling lambat 7
(tujuh) han s¢jak diterbitkan SKRD .
Pembayaran retnbusi IMB dilakukan pada perangkat |
dacrah yang membidang: penerbitan IMB __

penggunaan scbagaimana dimaksud pada avat (1), [
tercantum dan Lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan peraturan dacrah imi
Indcks pelestanan pemugaran scbagaimana dimaksud |
dalam Pasal adalah schagai benkut _
a pratama, schesar 0,65, _
b. madya, scbesar 0,45, dan

¢ utama, schesar 0,30 ,
Indeks prasarana bangunan gedung schagaimana |
dimaksud dalam Pasal tercantum  dalam |
Lampitan [l dan merupakan tidak |
terpisahkan dan peraturan dacrah 1im .
Besarnya ningkat kerusakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal __ adalah schagas benkut _
a tinghat kerusakan sedang. sehesar 0,45 dan

b tinghat kerusakan berat, sehesar 0,65 _
Hangunan gedung atau bagian bangunan gedung |
dibawah permukaan tanah (Ausemenr), di atasbawah |
permukaan air. prasarana dan sarana umum diben |
indeks pengali tambahan 130 untuk :x..ir.—-:ru:
indcks tenintegras)

Dalam hal terdapat penggunaan lebth dan | ( .5::
fungs: hangunan maka indeks tenntcgrasi dihitung |
«<ccara proporsional A

bagan

Pasal 15 | Pasal 15 disempurnakan sesua
Pemungutan Retnbusi bdak dapat diborongkan. | ketentuan Pasal 160 UU No 28
Retnbust  IMB vang  terutang  harus dibayar | Tahun 2009
schahigus tunai lunas,
Pembayvaran  retnbusi [IMB

yvang .nq:._b.:w_
S?.mu.:ﬁ:n dimaksud pada avat (2) dilunasi paling
sejak diterbitkan SKRD atau_dokumen lain_yang

dipersamakan : .
U e .

e NS,
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Kctentuan
Penyidikan

(4) Hasil pembayaran retribusi IMB disctor ke rekening kas
umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
diatur dengan peraturan bupati,
Pasal 16
(1) Retnibusi yang terutang ditagih dengan menggunakan
STRD dan didahului dengan surat teguran  atlau
peringatan.

(2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh)
han sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tamggal surat
teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat tcguran atau surat peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

(1)

(2) Wewenang penyidik uncuﬁ_._.an:m dimaksud pada _QL

(1) adalah :

(4)
(3)
(6)

Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat
dacrah yang membidangi pencrbitan IMB.

Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke rekening
kas umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, angsuran dan penundaan pembavaran

retribusi diatur dengan

Pasal 16

(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak/kurang

3)

(4)

(5)

bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan
didahului dengan surat teguran atau peringatan.
Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh)
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran atau surat peringatan disampaikan,
wajib retribusi  harus melunasi retribusi yang
terutang.

Surat teguran atau suratl peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

Tata cara nagihan _dan nerbitan _ surat
teguran/peringatan/surat lain _yang  sejenis diatur
dengan peraturan bupati.

Pasal 23

Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi

Pasal 16 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 160 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 23 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 173 UU No. 28
Tahun 2009. Dalam

wewenang  khusus  sebagai  Penyidik  untuk | merumuskan ketentuan yang
melakukan penyidikan :_Enr pidana di bidang | menunjuk  pejabat  tertentu
Retribusi, sebagaima _E= am_ Undang- | sebagai penyidik  pegawai
Undang Hukum Acarg Pidana. PARAF KO nﬁnm@ﬂ%.
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a menenma, mencan, mengumpulkan dan menehiti

 ale

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi dan IMB agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

. meneliti, mencan dan mengumpulkan Kketerangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi dan IMB;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan  sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi dan IMB;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
dan IMB;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta  bantuan temaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas  penyidikan  tindak  pidana

dibidang Retnibusi dan IMB;

menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa,
memotret scscorang yang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi dan IMB,;

memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan
dipeniksa sebagai tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi dan IMB sesuai  dengan ketentuan

perundang-undangan.

(2)

(3)

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar kcterangan atau laporan tcrscbut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan ketcrangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang
pribadi atau Badan sechubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi,

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah dan Retribusi;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut,

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa

diusahakan agar tidak
mengurangi kewenangan
penyidik umum untuk
melakukan penyidikan sesuai
ketentuan angka 219 Lampiran
II UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun
2019.

ORDINASI

identitas orang, benda,
dibawa, .

atau dokumeq yang
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(3) Penyvidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1), h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak

membentahukan dimulainya penyidikan dan pidana perpajakan Daerah dan Retribusi,
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara dan diperiksa scbagai tersangka atau saksi,

Republik Indonesia, secsuai dengan ketentuan yang j. menghentikan penyidikan; dan/atau

diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
Pidana. kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
| memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum meclalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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